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BAB Il

METODOLOGI PENELITIAN

Bab Ketiga menjelaskan tentang rancang bangun penelitian yang meliputi

penjelasan tentang tipe penelitian, unit.analisis, populasi, teknik penarikan sampel,

instrumen penelitian, pengumpulan data, teknik analisis, termasuk penggunaan

alat statistik, iden erta pengukurannya.
Penelitia ipotasis (hypotesis testing)
yaitu peneliti kirakan memang
terbukti dan j diperoleh (Sekaran dan
Bougie, 2010). itianglalan ' Iitiaﬁ dilakukan secara terstruktur

untuk  memberikas miah  yang  dapat

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dan penulisan disertasi ini berlangsung selama lima tahun, sejak
tahun 2008 sampai dengan 2012 dan dilaksanakan di Indonesia, menggunakan
website BUMN non-keuangan di Indonesia dan www.idx.co.id untuk memperoleh
laporan tahunan perusahaan. Pemilihan periode penelitian sejak tahun 2008
sampai dengan 2012, dikarenakan pemerintah telah menerbitkan Undang undang
No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang efektif berlaku

sejak tahun 2013. Pemberlakuan UU OJK ini berdampak pada posisi Bapepam-
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LK yang semula berada di bawah kendali Kementrian Keuangan beralih menjadi

di bawah kendali OJK.

B. Tipe Penelitian dan Unit Analisis

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang

2012. Penelitian ini menggunakn BURIN nn-keuangan karena bagi perusahaan

perbankan dan perusahaan asuransi di Indonesia, corporate governance, termasuk
di dalamnya board governance, telah diatur secara khusus melalui Pedoman GCG
Perbankan Indonesia pada tahun 2004 dan Pedoman GCG Perasuransian
Indonesia pada tahun 2006 (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Bank
Indonesia telah memberikan peraturan tersendiri mengenai corporate governance
untuk perusahaan perbankan melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
15/15/DPNP terkait Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.
Selain peraturan tersebut, terdapat perlakuan khusus bagi industri keuangan untuk

mematuhi berbagai peraturan tersendiri untuk industri tersebut guna melindungi
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konsumen keuangan. Penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2008-2012
karena pelaksanaan corporate governance pada tahun penelitian tersebut sudah
dianggap berjalan dengan baik seiring dengan peraturan yang mengatur mengenai
penerapan corporate governance pada BUMN di Indonesia telah diterbitkan sejak

2002. Tahun penelitian tersebut dipilih karena laporan tahunan BUMN pada tahun

tersebut merupakan laporag an terbaidmyang dikeluarkan oleh BUMN di

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling.
Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan dengan
mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian
(Hartono, 2005). Kriteria BUMN non-keuangan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah

1. BUMN non-keuangan yang menyediakan laporan tahunan di situs
www.idx.co.id dan situs perusahaannya dari tahun 2008-2012.
2. BUMN non-keuangan yang menyediakan informasi tentang board

characteristics dalam laporan tahunannya.
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan anggota
Dewan Komisaris BUMN di Indonesia. Hasil wawancara kemudian direkam dan
dibuat transkrip. Transkrip tersebut kemudian dijadikan bahan analisis hasil

penelitian pada BAB V.

1.

berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 tentang Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik untuk
industri konstruksi, manufaktur, telekomunikasi, jalan tol, perkebunan, real estate
dan transportasi serta Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 tentang
Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan
Perbankan untuk industri pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan

umum.
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Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan Surat Edaran
Ketua Bapepam No. SE-02/BL/2008 sebagai peraturan yang ditetapkan Bapepam
mengenai Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik merupakan aturan yang mewajibkan perusahaan

mempublikasikan informasi penting yang perlu diketahui stakeholder perusahaan.

perusahaan. Disamping

perbedaan penerapan mandatory disclosure pada BUMN yang terdaftar pada BEI
dan tidak.

Penelitian ini tidak menggunakan PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara karena dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa BUMN
wajib mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat

waktu, akurat, jelas, dan obyektif. Aturan ini tidak berisi poin-poin pengungkapan
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wajib yang harus dipublikasikan perusahaan, sehingga tidak dapat digunakan
untuk menyusun kriteria mandatory disclosure.

Penelitian ini tidak menggunakan opini audit sebagai cerminan mandatory
disclosure karena tujuan dari pelaksanaan audit adalah untuk melihat memastikan

perusahaan telah menerapkan prinsip akuntansi yg berlaku umum dalam semua

3 teknik ﬁring Jjika item tersebut

; iber@or 1 dan skor 0 diberikan

dilakukan oleh perusahaan tertentu pada tahun tertentu (Setyadi et al. 2008).

Metode ini dipilih karena dalam Unweighted Method setiap item dianggap
memiliki bobot yang sama (dianggap sama penting), sedangkan jika
menggunakan Weighted Method setiap item diberi bobot yang berbeda-beda
(dianggap memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda) (Tsalavoutas, Evans
dan Smith, 2008). Tsalavoutas et al. (2008) menjelaskan bahwa kelemahan
Weighted Method adalah memiliki tingkat subyektivitas tinggi dalam pemberian
bobot untuk masing-masing item. Rumus perhitungan tingkat Kketaatan

pengungkapan adalah sebagai berikut:
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i ) Skor Pengungkapan
Tingkat Ketaatan Mandatory Disclosure = - x 100%
Skor Maksimal

2. Variabel Independen

a. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ada

2005). Abeysekera (2008) méem apbafwa ukuran Dewan Komisaris yang
besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran Dewan Komisaris yang kecil.
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Dewan
Komisaris terdiri dari satu orang atau lebih. Indikator yang digunakan dalam
penelitian ini adalah banyaknya anggota dalam Dewan Komisaris (Barako, 2007;

Al-Akra et al. 2010; Nasution dan Setiawan, 2007; Anderson, Mansi, dan Reeb,

2004; Cheng dan Courtenay, 2004; UU No. 40 Tahun 2007).
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b. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak

agar mekanisme

Proporsi Komisaris Independen = = Komisaris Independen x 100%
oporst fomisaris Indep "~ X Anggota Dewan Komisaris °

c. Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat Dewan Komisaris merupakan rapat yang dilakukan antara
Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan selama satu tahun. Berdasarkan
Keputusan Menteri BUMN No: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan
Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, rapat
Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-

kurangnya sekali dalam sebulan, tergantung sifat khusus BUMN. Jumlah rapat
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yang diselenggarakan Dewan Komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan
(\Vafeas, 1999) karena rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan
koordinasi diantara anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya

sebagai pengawas manajemen (Muntoro, 2005). Indikator yang digunakan

penelitian ini adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam

untuk melakukan pengungkapan yang memadai. Indikator yang digunakan dalam
penelitian ini adalah persentase anggota Dewan Komisaris yang memiliki latar
belakang pendidikan ekonomi/bisnis dibanding jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris, (Kusumastuti et al., 2007; Amran dan Ahmad, 2011; Minton, Taillard
dan Williamson, 2011; Chemmanur dan Paeglis, 2004; Jeanjean dan Stolowy,

2009; Ness et al., 2010).

Z Komisaris Berlatar Belakang Pendidikan Eko/Bis
D Komisaris

Proporsi LBPDK = x100%
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e. Pengalaman Internasional Anggota Dewan Komisaris

Pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris dapat meningkatkan
kapasitas perusahaan untuk menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian
lingkungan internasional karena meningkatnya pengetahuan yang dimiliki oleh

Dewan Komisaris (Horner, 2006). Peningkatan pengetahuan tentang strategi pasar

oleh Dewan Komisaris lebih

memahami pentingnya . mmitian S

indikator jumla terna

ommer (2012) menggunakan

Dewan Komisaris. in fdan Valonte (2%) mepgukur pengalaman

a aga merbagk, jumlah anggota Dewan

luar negeri, perusahaan
penelitian ini menggabungkan dan memodifikasi indikator yang digunakan oleh
Sommer (2012) serta Gantenbein dan Volonte (2011) sehingga menjadi rata-rata
jumlah tahun pengalaman internasional yang dimiliki oleh anggota Dewan
Komisaris.
f. Pengalaman Anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama
Anderson dan Zhao (2009) menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang
memiliki pengalaman di berbagai posisi memberikan keuntungan bagi perusahaan
karena ilmu dan wawasan yang mereka miliki. Pengetahuan dan wawasan ini

membuat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menjadi lebih
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efektif, di mana salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dalam proses
pelaporan keuangan perusahaan (Chtourou et al. 2001).

Indikator yang digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu antara lain:
rata-rata jumlah tahun pengalaman yang dimiliki Dewan Komisaris (Johari et al.

2008); rata-rata jumlah anggota yang memiliki pengalaman sebagai wakil direktur

=S

@’%-

: 5 yang @nlhkl engalaman sebagai

sebagai CEO (Adams ¢ | ., 2005; Wﬁ et al., 2009; Berezinets et al., 2011);

Meyerinck et al. (2012) menyatakan bahwa pengetahuan industri relevan
dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai dewan pengawas. Pengetahuan industri
yang dimiliki komisaris ini juga membuat pengawasan yang dilakukan menjadi
lebih efektif (Hau dan Thum, 2009). Penelitian Chemmanur dan Paeglis (2004)
menggunakan indikator rata-rata jumlah tahun pengalaman (masa jabatan) yang
dimiliki oleh tim manajemen. Indikator yang digunakan dalam penelitian Sommer
(2012) adalah jumlah tahun pengalaman yang dimiliki oleh Dewan Komisaris.
Ness et al. (2010) mengukur dengan menghitung persentase Dewan Komisaris

yang pernah bekerja di industri tertentu dibagi jumlah anggota Dewan Komisaris.
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Penelitian ini menggunakan indikator yang mengacu pada indikator penelitian
Chemmanur dan Paeglis (2004), Sommer (2012) serta Ness et al. (2010), namun
dimodifikasi menjadi rata-rata jumlah tahun pengalaman industri yang dimiliki
oleh anggota Dewan Komisaris. Pengetahuan industri dilihat dari pengalaman

anggota Dewan Komisaris pada berbagai perusahaan dalam industri yang sama

yaitu:

tahunan perusahaan dari tahun 2008—2012. Laporan tahunan dipilih

karena memiliki kredibilitas yang tinggi (Zeghal dan Ahmed, 1999) dan
digunakan oleh sejumlah stakeholders sebagai sumber utama informasi
(Deegan dan Rankin, 1997) baik informasi keuangan dan non-keuangan.
Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari situs www.idx.co.id dan
dari situs masing-masing perusahaan.

2. Wawancara, penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai bahan
analisis hasil penelitian. Menurut Fox (2006) wawancara adalah teknik

pengumpulan data yang melibatkan komunikasi verbal antara peneliti dan
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partisipan atau responden. Jenis wawancara menurut Fox (2006) adalah (a)
wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan
cara mengajukan pertanyaan yang sama pada tiap responden, (b)
wawancara non terstruktur, yaitu teknik interview yang tujuannya adalah

untuk berdikusi mengenai sebuah topik yang spesifik, dengan jumlah

responden yang terba gy WaWaneakassell | terstruktur, yaitu wawancara

den an ?ﬁmgrtanya _namun ditanyakan lepas

dengan cd@ra me ndap Tekn
menggukan@ wawgficara Smi terst@ur Teknik ini lebih sesuai

karena: dapat rggﬂngk . peé)s E
isu. Dalam t% ini Pegeli mengem@wgka

yang dilakuka

sebagai berikut:

1. Menurut Bapak/lbu, apakah semakin banyak anggota Dewan
Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

2. Menurut Bapak/lbu, apakah jumlah Komisaris Independen
berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

3. Menurut Bapak/lbu, apakah jumlah rapat Dewan Komisaris
berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

4. Menurut Bapak/lbu, apakah latar belakang pendidikan bisnis anggota
Dewan Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan
wajib?

5. Menurut Bapak/lbu, apakah pengalaman internasional anggota Dewan
Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

6. Menurut Bapak/lbu, apakah pengalaman Dewan Komisaris sebagai
Direktur Utama berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?

7. Menurut Bapak/lbu, apakah pengetahuan industri anggota Dewan
Komisaris berpengaruh terhadap ketaatan pengungkapan wajib?
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Wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh keyakinan peneliti
mengenai praktik board governance terhadap ketaatan mandatory disclosure
pada BUMN di Indonesia. Wawancara ini diharapkan dapat mengkonfirmasi
hasil pengujian statistik. Langkah yang ditempuh untuk melaksanakan

interview terstruktur dalam rangka meningkatkan validitas dan reliabilitas

telepon/video, wawa cr il “dapat ‘dilekukan apabila peneliti terkendala

dalam melaksanakan wawancara face-to-face. Penelitian ini direncanakan
untuk menggunakan wawancara face-to-face, namun demikian tidak seluruh
responden dapat diwawancarai secara langsung. Karena kesulitan peneliti
untuk bertemu langsung dengan Komisaris BUMN maka wawancara
dilakukan via telepon. Peneliti telah menghubungi Komisaris untuk mengatur
jadwal pertemuan, namun demikian Wawancara direncanakan pada sepuluh
Komisaris BUMN. Karena kendala waktu dan kesibukan Komisaris, hanya
tujuh orang Komisaris yang terlaksana terhadap BUMN listing dan non-

listing di Indonesia. Hasil wawancara dilaksanakan melalui telepon dan
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direkam kemudian dibuat suatu transkrip yang digunakan sebagai bahan
analisis hasil penelitian. Pertanyaan dalam wawancara umumnya berkisar
pada daftar pertanyaan dalam interview guide, dengan pertanyaan lain yang
muncul dari dialog antara pewawancara dan terwawancara (Dicicco-Bloom

dan Crabtree, 2006).

F. Teknik dan In§trumen un W@J

-masing kelompok yang telah
melakukan entry data untuk setiap laporan keuangan, dilakukan proses
perbandingan hasil antar kelompok atas hasil pengukuran mandatory disclosure.
Apabila terdapat ketidaksamaan atas hasil pengukuran item mandatory
disclosure dari masing-masing kelompok, dilakukan diskusi antara sembilan
orang tersebut dan peneliti untuk menentukan pengukuran item mandatory
disclosure yang tepat. Proses pengukuran mandatory disclosure ini menggunakan
aplikasi formulir Microsoft Excel yang tidak memungkinkan terjadinya pengisian

ganda atau kesalahan dalam memasukkan data mandatory disclosure. Data
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karakteristik board governance diperoleh melalui pengungkapan perusahaan

dalam annual report.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji

1.

2.

hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara
variabel dependen dan independen (Ghozali, 2010). Persamaan regresi berganda

untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

MD= o+ B:BSIZE + B,PROP_KOMIND+ BsRPTDEKOM + B4LBPDK +
BsINTL + BsCEOEX +B7INDKN +&
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Tabel 3.2

Keterangan Persamaan Regresi Berganda
Simbol Keterangan
MD Tingkat Ketaatan Mandatory disclosure
BSIZE Ukuran Dewan Komisaris
PROP_KOMIND  Proporsi komisaris independen
RPTDEKOM Jumlah rapat Dewan Komisaris
LBPDK Latar belakang pendidikan anggota Dewan Komisaris
INTL Pengalaman Internasional Anggota Dewan Komisaris
CEOEX _Amggota Dewan Komisaris sebagai Direktur
INDKN ‘ nggota Dewan Komisaris
A
B
e

men%w nilaMaktual dapat diukur

dari goodness G fit-nyg\ i o[ ness@ suatd' model dapat diukur
dari nilai koefigien de@inas' ilai st&k F
d a 0 | L !

an nilai statistik t.

signifikan bila nilai uji statistinya erada alam daerah di mana Hy diterima
(Ghozali, 2010).
a. Koefisien Determinasi (R%)

Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan seberapa besar
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Koefisien
determinasi digunakan untuk menguji goodness of fit model regresi. Nilai
koefisien determinasi (R?) dilihat pada hasil pengujian regresi linier berganda
untuk variabel independen terhadap variabel dependennya. Jumlah variabel
independen lebih dari dua, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang

telah disesuaikan yaitu adjusted R* (Ghozali, 2010).
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b. Nilai F

Merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen secara
bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2010).
Dengan pengujian ini dapat diketahui apakah ukuran Dewan Komisaris, proporsi

komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan

pengalaman anggota Dewan Komi r@mﬁ%ai Direktur Utama, dan pengetahuan
~ ¢ A
industri anggota Dewan &Mi nga%a sim@litan terhadap ketaatan

C. Nilai t

Komisaris independen, jumlah rapat Dewan Komisaris, latar belakang pendidikan
anggota Dewan Komisaris, pengalaman internasional anggota Dewan Komisaris,
pengalaman anggota Dewan Komisaris sebagai Direktur Utama, dan pengetahuan
industri anggota Dewan Komisaris dikatakan berpengaruh signifikan terhadap
variabel dependen (ketaatan mandatory disclosure) apabila nilai signifikan (p-
value) lebih kecil dari 5,000%. Dengan demikian, Hi, H2, Hs, H4, Hs Hg dan Hy

diterima apabila nilai signifikan (p-value) lebih kecil dari 5%.
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3. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi berganda dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan
bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan penaksiran koefisien
regresinya efisien (Gujarati, 2003). Uji asumsi klasik sebagai berikut:

a.  Uji Normalitas

Uji normalitas be

b.
muncul dalam analisis regresi Unei mana terdapat korelasi yang tinggi
antar dua atau lebih variabel independen (Ghozali, 2010). Pengujian dilakukan
dengan menggunakan toleransi value VIF (variance inflation factor). Jika
tolerance value > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak terjadi multikolonieritas.

c.  Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (Ghozali, 2010). Autokorelasi dalam model analisis

regresi digunakan cara pengujian statistik Runs Test.
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d.  Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain (Ghozali, 2010). Heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan grafik

scatterplot. Titik pada grafik scatterplot yang terbentuk harus menyebar secara

acak, baik di atas maupup.eh ambpada sumbu Y. Bila kondisi ini

terpenuhi  maka tid

k terjadi Wdastisi :
-
heterokedastisitag dalamM i

4. UjiB&

(Ghozali, 2010). Uiji

membandingkan perbedaan anta

perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2010). Uji beda dalam penelitian ini
untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara signifikan antara mandatory
disclosure perusahaan BUMN non-keuangan yang listing dan non-listing, pada
perusahaan BUMN non-keuangan size besar dan size kecil, serta pada neraca dan

laporan laba/rugi.



